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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Pengelolaan (Manajemen) 
Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan 
terjemahan dari bahasa Italia yaitu menegiare yang artinya menangani alat-
alat, berasal dari bahasa latin manus yang artinya tangan. Berdasarkan fungsi 
pengelolaan (manajement) secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-
tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi: Perencanaan, Perorganisasian, 
Pelaksanaan dan Pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut bersifat universal, 
dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semua tergantung pada 
tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. 
Hakikatnya manajemen (pengelolaan) adalah proses pencapaian tujuan 
melalui orang lain. Oleh sebab itu manajen merupakan rangkaian aktivitas 
menggerakkan kelompok orang dalam organisasi umtuk mencapai tujuan 
melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. 
Manajemen pemerintahan negara meliputi kegiatan pengelolaan 
pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai 
bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan merupakan pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan kebijakan perencanaan, 
pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan pengawasan dan 
pertanggung jawaban hasil-hasilnya dari setiap atau keseluruhan organisasi 
pemerintah. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, 
mempunyai 4 pengertian, yaitu : 
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1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ; 
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan 
menggerakkan tenaga orang lain; 
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan 
tujuan organisasi; 
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 
Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu 
hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. 
Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih 
sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 
Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan 
manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-
bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan 
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut Terry fungsi pengelolaan dalam bukunya Principle 
Management adalah: 
1. Perencanaan (Planning). Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan 
penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. 
Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, 
memperhitungkanmatang-matang apa saja yangmenjadi kendala, 
danmerumuskan bentukpelaksanaan kegiatan yangbermaksud untuk 
mencapaitujuan; 
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2. Pengorganisasian (Organization). Yaitu sebagai cara untuk 
mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut 
kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan; 
3. Penggerakkan (Actuating). Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar 
berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta 
menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar 
pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bias berjalan sesuai rencana dan 
bisa mencapai tujuan; 
4. Pengawasan (Controlling). Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari 
organisasi ini sudah sesuai rencana atau belum. Serta mengawasi 
pembangunan sumber daya dalam organisasi agar bias terpakai secara 
efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. 
Fungsi-fungsi ini pada dasarnya harus dilaksanakan oleh setiap 
manejer secara berurutan supaya proses manajemen diteapkan secara baik. 
Sedangkan pengertian pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses 
yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak 
sampai dengan proses terwujudnya tujuan. 
Menurut Prajudi Admosudirdjo (1982) pengelolaan adalah kegiatan 
pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk 
mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. 
Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan 
adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan 
mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-
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sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada 
proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia 
dan sumber-sumber lain. 
Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan 
istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah 
pengelolaan berasal dari kata kelolah (tomanage) dan biasanya merujuk pada 
proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi 
pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses 
mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang 
ingin dicapai. 
Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai 
fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian 
dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pamudji 
diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting 
yaitu : 
1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga 
menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi; 
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu 
agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. 
Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa 
pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya 
yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikansuatu tujuan 
tertentu. 
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Dari pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan 
pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya 
untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 
 
2.2 Konsep Manajemen Perkotaan 
Manajemen Perkotaan merupkan istilah yang diterjemahkan dari 
Urban Management merupakan salah satu program dari UNHCS (United 
Center for Human Settlements),  sebuah orgnisasi PBB yang mengkaji 
masalah perkotaan dan permukiman. Istilah ini relative baru, mulai muncul 
dalam report UNHCS sekitar tahun 1960-an. 
Secara Umum manajemen perkotaan adalah suatu upaya proses 
pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara 
efisien dan efektif. Dalam proses upaya ini tentu juga menginginkan adanya 
optimalisasi pencapaian tujuan dengan melalui tahapan yang tepat dan 
dilakukan secara terpadu. Disadari bahwa pengelolaan suatu wilayah 
perkotaan sangat rumit dan kompleks, serta melibatkan banyak sektor, bidang 
dan stakeholder. 
Secara umum Bidang pengelolaan perkotaan dapat dibagi menjadi 2 
bidang yaitu, Bidang Fisik dan Bidang Non Fisik. Yang dimaksud dengan 
bidang Fisik adalah segala sesuatu sumberdaya pengelolaan infrastruktur kota 
termasuk upaya konservasi sumberdaya alam yang berpengaruh pada 
pembangunan kota, sedangkan bidang Non Fisik adalah semua yang berkaitan 
dengan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan kemasyarakatan, 
kelembagaan, perekonomian kota dan sistem pengawasan serta pengendalian 
pembangunan kota. 
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2.2.1 Prinsip-prinsipManajemenPerkotaan 
Prinsip-prinsip dasar Good Governance dalam rangka mewujudkan 
Manajemen Perkotaan: 
1. Peran serta setiap warga negara kota 
2. Penegakan hukum; kerangka hukum yang adil 
3. Keterbukaan (transparansi); kebebasan hak dan tanggung jawab 
perwujudan informasi yang terbuka 
4. Ketanggapan (peka); seluruh lembaga pemerintahan menyelenggrakan 
tugas/fungsinya untuk memuaskan semua pihak terkait 
5. Keadilan: setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam 
memelihara, mengembangkan hidup dan kehidupannya 
6. Efektifitas dan efisiensi; lembaga-lembaga bersama masyarakat dalam 
proses penyelenggaraan pembangunan dapat melakukan secara efisien dan 
menghasilkan pengeluaran yang efektif 
7. Akuntabilitas 
8. Visi: Pemimpin masyarakat memiliki pandangan yang luas 
9. Keterjangkauan: setiap warga berhak dapat menjangkau setiap proses 
kebijakan. 
2.2.2 Model ManajemenPerkotaan 
Beberapa model-model manajemen perkotaan: 
1. Model manajemen strategis (strategic management) 
2. Model manajemen dengan sasaran (management objectives) 
3. Model PPBS (Planning Programming and Budgeting System) 
4. Model Manajemen Keunggulan kompetitif (kompetitive advantage 
Management) 
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2.3 Konsep Pemerintah 
Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, yang paling sedikit kata 
“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang 
terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang 
memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki 
ketaatan. Dalam hal ini Pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur 
berdirinya sebuah Negara, di samping rakyat dan wilayah. Secara etimologi 
Pemerintah dapat diartikan sebagai berikut (Syafiie, 2013: 8): 
1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti memiliki 
empat unsure yaitu, terdiri dari dua pihak, unsure yang diperintah yaitu 
rakyat, unsure yang memerintah yaitu Pemerintah itu sendiri dan anatara 
keduanya ada hubungan. 
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi Pemerintah yang berarti badan atau 
organisasi yang mengurus. 
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi Pemerintahan, yang berarti 
perbuatah, cara atau perihal. 
Namun Tinjauan asal kata “Pemerintahan” sebenarnya berasal dari 
kata dalam bahasa inggris “Government” yang diterjemahkan sebagai 
“Pemerintah” dan “Pemerintahan” dalam banyak tulisan. Namun ada juga 
yang berpendapat bahwa Government tidak selalu memiliki makna 
Pemerintahan, karena SamuelEdward Finer dalam Erlianan Hasan ( 2010 : 1 ) 
mengartikan kata Governmentsebagai Public Servis yakni “pelayanan”. 
Sehingga Samuel Edward Finer menyimpulkan bahwa kata “government” 
dapat memiliki arti : 
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1. Menunjukkan pada kegiatan atau proses memerintah yakni melakukan 
kontrol atas pihak lain (the activity or the process of govering) 
2. Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses 
dijumpai. 
3. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat 
tertentu di perintah (the manner, method or system by which a 
particularsociety is governed) 
Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
daerah, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Menurut Syafiie ( 2013: 12) Pemerintah adalah kelompok orang – 
orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu ( 
eksekusi ) atau tidak melakukan sesuatu ( no to do) dalam mengkoordinasikan, 
memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara 
departemen dan unit dalam tubuh Pemerintahan itu sendiri. 
Menurut David Apter dalam Syafiie ( 2013: 11) Goverment is 
mostgeneralized membership unit prossessing (a) defined responsibilities for 
maintenanceof the system of which it is a part and (b) a pratical monopoly of 
coercive power. Maksudnya, Pemerintah itu adalah merupakan satuan anggota 
yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk 
mempertahankan sistem yang mencakup itu adalah bagian dan (b) nonopoli 
praktis mengenai kekuasaan paksaan. 
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Menurut kitab Suci Al qur‟an dalam Syafiie (2013 : 12 ) Pemerintahan 
adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada 
kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung. 
Berdasarkan defenisi - defenisi diatas dapat penulis terjemahkan 
bahwasanya Pemerintah adalah keseluruhan lembaga – lembaga negara yang 
berurusan dengan Pemerintahan.  
2.3.1 Pemerintah Daerah 
Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
Dalam pasal 18 UUD 1945 di katakan bahwa “ pembagian daerah 
indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 
Pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang, dengan memandang 
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara dan 
hak – hak asal usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa. Untuk 
membentuk susunan Pemerintah daerah – daerah itu, Pemerintah bersama 
DPR telah menetapkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok –  
pokok  Pemerintah  di  daerah.  Yang  di  laksanakan  dengan  intruksi  
Menteri Dalam Negri No. 26 Tahun 1974. Undang – Undang itu mengatur 
pokok –pokok penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi tugas Pemerintahan 
pusat di daerah. Selain itu, di atur juga pokok – pokok penyelenggaraan 
urusan Pemerintah berdasarkan asas – asas, sebagai berikut (Kansil, 2005: 
141) 
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1. Asas Desentralisasi 
Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan Pemerintahan dari Pemerintah pusat atau dari Pemerintah 
daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga 
daerah itu. 
2. Asas Dekonsentrasi  
Asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintahan 
pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih 
tinggi kepada pejabat – pejabat nya di daerah. 
3. Asas Tugas Perbantuan 
Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas tutrut 
serta dalam pelaksanaan tugas Pemerintah daerah dengan kewajiban 
mempertanggung jawabkan nya kepada yang memberi tugas. 
Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi – fungsi Pemerintahan 
daerah yang di lakukan oleh lembaga Pemerintahan daerah yaitu Pemerintahan 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ). ( Haw.Widjaja : 2005 : 140 ) 
Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah juga mengatakan bahwa Pemerintahan daerah 
adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
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Berdasarkan defenisi – defenisi di atas dapat penulis terjemahkan 
bahwasanya Pemerintahan daerah adalah lembaga – lembaga Pemerintah yang 
berkedudukan di tingkat daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya 
sesuai otonomi daerah.  
2.3.2 Organisasi Perangkat Daerah 
Menurut undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  
Reformasi Pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah 
mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma sentalistis kearah 
desentarlisasi nyata ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan 
nyata kepada daerah serta pemberdayaan masyarakat. 
Konstelisasi reformasi diikuti dengan perubahan kebijaksanaan 
Pemerintahan diberbagai bidang termasuk mengatur masalah-masalah 
desentralisasi dan otonomi daerah. 
Menurut Haw Widjaja (2005 : 37) Perangkat daerah adalah organisasi / 
lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah 
dan membantu kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dalam 
penyelenggaran Pemerintahan. 
Konstelisasi dengan penataan kelembagaan didaerah tentunya harus 
dipertimbangkan mengingat kemapuan daerah. Berdasrkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, nomenklatur, jenis, dan jumlah unit 
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organisasi dilingkungan Pemerintah daerah berdasarkan kemampuan, 
kebutuhan, dan beban kerja. 
Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga 
teknis dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susuanan organisasi 
perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah ( peraturan Pemerintah). Saat ini 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi, maka 
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut pada 
prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan yang luas pada daerah 
untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilai masing-masing. 
Bedasarkan Perarturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah Pasal 2 ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah 
dibentuk berdasarkan pertimbangan : 
1. kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah; 
2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah; 
3. kemampuan keuangan Daerah; 
4. ketersediaan sumber daya aparatur; 
5. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak 
ketiga. 
Menurut Haw Widjaja ( 2005 : 103). Penetapan organisasi perangkat 
daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai 
upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih 
meningkatkan pelayanan dan kesehteraan masyarakat dalam rangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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Berdasarkan defenisi – defenisi di atas dapat penulis terjemahkan 
bahwasanya organisasi perangkat daerah adalah lembaga / organisasi 
Pemerintah yang berada di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas 
kinerjanya kepada bupati selaku pimpinan di daerah. 
 
2.4 Definisi Terminal 
Terminal merupakan titik  dimana penumpang dan barang masuk atau 
keluar dari system jaringan transportasi. Di tinjau dari system jaringan 
transportasi secara keseluruhan, Terminal merupakan simpul utama dalam 
jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. 
Dengan demikian Terminal merupakan komponen utama dalam system 
jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat 
penting. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari 
system, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan 
mungkin terjadi. 
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Terminal adalah 
pangkalan Kendaraan Umun yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 
keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan barang, serta 
perpindahan moda angkutan, dengan mengacu kepada defenisi tersebut, maka 
pada bangunan Terminal, penumpang dapat mengakhiri perjalanannya dengan 
mengganti lintasan bus lainnya, dilain pihak, bagi pengemudi bus maka 
bangunan Terminal adalah tempat dimana kendaraan dapat beristirahat 
sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan juga kesempatan tersebut untuk 
perawatan ringan ataupun pengecekan mesin. 
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Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terminal tidak resmi 
adalah tempat berakhirnya dan berawalnya suatu perjalanan yang tidak sesuai 
dan menyalahgunakan Terminal yang telah dibuat atau difasilitasi oleh 
Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan dan diatur oleh peraturan 
Pemerintah tersebut. 
2.4.1 Fungsi Terminal  
Terminal adalah titik simpul berbagai moda angkutan, sebagai titik 
perpindahan penumpang dari moda satu kemoda yang lain atau dari berbagai 
moda ke suatu moda, juga suati titik tujuan atau titik akhir orang setelah turun 
melanjutkan berjalan kaki ke tempat kerja, rumah atau pasar, dengan kata lain 
Terminal adalah suatu titik henti. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 
dalam buku Menuju lalu-lintas dan Angkutan jalan yang tertib (edisi yang 
disempurnakan) pada BAB IX tentang transportasi jalan halaman 93, 
menyatakan fungsi Terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari 3 unsur, 
adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi Terminal bagi Penumpang (user), adalah untuk kenyamanan 
menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu moda atau kenderaan ke 
moda atau kenderaan lain, tempat fasilitasfasilitas informasi dan fasilitas 
parkir kenderaan pribadi.  
2. Fungsi Terminal bagi pengusaha dan pengemudi (operator), adalah untuk 
pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi 
awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.  
3. Fungsi Terminal bagi Pemerintah (regulator), adalah dari segi perencanaan 
dan manajemen lalu-lintas untuk menata lalu-lintas dan angkutan serta 
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menghindari dari kemacetanan, sumber pemungutan restribusi dan sebagai 
pengendali kenderaan angkutan umum. 
2.4.2 Jenis Terminal 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesua pm 
132 tahun 2015 tentang Terminal angkutan jalan pada pasal 8 
mengklasifikasikan Terminal menjadi tiga tipe yaitu: 
1. Terminal penumpang tipe A, adalah Terminal penumpang yang berfungsi 
melayani kenderaan umum untuk angkutan umum lintas batas negara atau 
antar kota antar propinsi yang di padukan dengan pelayan antar kota dalam 
provinsi, angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan. 
2. Terminal penumpang tipe B, adalah Terminal penumpang yang berfungsi 
melayani kenderaan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi 
(AKDP) yang di padukan dengan angkutan kota (ANGKOT) dan angkutan 
pedesaan (ANGDES).  
3. Terminal penumpang tipe C, adalah Terminal penumpang yang berfungsi 
melayani kenderaan umum untuk angkutan pedesaan (ANGDES). 
Klasifikasi Terminal ini yang biasanya mendasari kriteria suatu 
perencanaan karena dengan fungsi pelayanan yang berbeda tentu akan 
menuntut fasilitas yang berbeda pula. Namun konsep perencanaan diantara 
ketiganya tidak akan berbeda sebagai fasilitas yang melayani perpindahan 
pergerakan penumpang pemakai jasa layanan angkutan. 
2.4.3 Keriteria Terminal 
Pembangunan Dalam pembangunan sebuah Terminal penumpang 
berbagai hal harus dipertimbangkan agar tercapai tujuan dan sasaran. Menurut 
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Abubakar (1996), pembangunan sebuah Terminal mempertimbangkan 4 faktor 
yaitu :  
1. Terminal harus dapat menjamin kelancaran arus angkutan baik penumpang 
maupun barang. 
2. Terminal hendaknya sesuai dengan rencana tata ruang. 
3. Lokasi Terminal hendaknya dapat menjalin penggunaan dan operasi 
kegiatan Terminal yang efesien dan efektif. 
4. Lokasi Terminal hendaknya tidak mengakibatkan gangguan kelancaran 
arus kenderaan umum, keamanan lalu lintas serta lingkungan hidup 
sekitarnya.  
2.4.4 Fasilitas Terminal  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesua pm 
132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal angkutan jalan pada pasal 
21 menjelaskan fasilitas Terminal terbagi menjadi dua jenis :  
1. Fasilitas utama Terminal 
a. Jalur keberangkatan kendaraan 
b. Jalur kedatangan kendaraan 
c. Ruang tunggu penumpang 
d. Tempat parker kendaraan  
e. Fasilitas pengeloaan lingkungan hidup 
f. Perlengkapan jalan 
g. Fasilitas penggunaan tekhnologi 
h. Media infomasi 
i. Penanganan pengemudi 
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j. Pelayanan penggunaan Terminal dari perusahaan 
k. Fasilitas pengawasan keselamatan 
l. Jalur kedatangan penumpang 
m. Ruang tunggu keberangkatan 
n. Ruang pemelian tiket 
o. Ruang pembelian tiket untuk bersama 
p. Outlet pembelian tiket secara online 
q. Pusat informasi 
r. Papan perambuan Terminal 
s. Papan pengumuman 
t. Layanan bagasi 
u. Ruang penitipan barang 
v. Tempat berkumpul darurat 
w. Jalur evakuasi bencana dalam Terminal 
2. Fasilitas penunjang Terminal 
a. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil 
b. Fasilitas keaman 
c. Fasilitas pelayanan keyamanan 
d. Fasilitas istirahat awak kendaraan 
e. Fasilitas ramp check 
f. Fasilitas pengendapan Terminal 
g. Fasilitas bengkel kendaraan 
h. Fasilitas kesehatan 
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i. Fasilitas peribadahan 
j. Tempat transit penumpang 
k. Alat pemadam kebakaran 
2.4.5 Penyelenggaraan Terminal 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NO 
PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang 
Angkutan Jalan,Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan : 
1. Perencanaan; 
a. Penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang 
b. Pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan 
terminal 
c. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum 
2. Pelaksanaan; 
a. Pendataan kinerja Terminal 
b. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang 
3. Pengawasan Operasional Terminal; 
a. Pemeriksaaan kelengkapan administrasi kendaraan 
b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum 
c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum 
Adapun yang dimaksud dengan Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengawasan yang berdasarkan Permenhub No 132 Tahun 2015 di atas, 
peneliti memaparkan sebagai berikut; 
1. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat 
strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas 
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kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua 
fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. 
2. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat 
yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 
proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau 
kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 
kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula . 
3. Pengawasan adalah proses pengamatan dan pemantauan dari pelaksanaan 
seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan 
berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan No.22 tahun 2009, yakni Pembinaan lalu 
lintas dan angkutan jalan meliputi; 
a. Perencanaan 
b. Pengaturan 
c. Pengendalian 
d. Pengawasan. 
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2.5 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan 
Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab dalam 
sesuatu, dalam islam pengelolaan lebih ditunjukkan kepada kesadaran dalam 
diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah WST selalu mengawasi apa yang 
kita perbuat. Dimana juga ada orang yang selalu mengawasi kinerja kita. 
Pengelolaan menurut pandangan islam, yaitu kebenaran kejujuran, 
keterbukaan dan keahliaan. Seseorang yang melaksan akan pengelolaan harus 
memiliki empat sifat utama itu agar pengelolaan yang dijalankannya 
mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen 
pengelolaan berdasarkan pandangan islam adalah harus ada jiwa 
kepemimpinan. Kepemimpinan menurut islam merupakan faktor utama dalam 
konsep manajemen pengelolaan. 
Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam islam muncul dari 
pemahaman tanggunng jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam 
memerintahkan setiap individu untuk mennyampaikan amanah yang 
diembannya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan, Allah 
berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58: 
 ِب اىُمُكْحَت َْنأ ِساَّىلا َهْيَب ُْمتْمَكَح اَِذإَو اَهِلْهَأ َٰىِلإ ِتاَواَمَْلْا او ُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمأَي َ َّاللَّ َِّنإ ْمُُكُ َِ َي ا َّم َِ ِو َ َّاللَّ َِّنإ  ِ ْ َ ْلا
 ا ًَ يِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ۗ ِهِباًريَِصب 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.” {Q.S. (4): (58)}. 
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Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai 
muslim, ia harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi 
diri sebelum dievaluasi oleh orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi 
setiap aktivitasnya. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang pertama yaitu tesis djamahaen purba yang 
berjudul analisis prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi 
Terminal sarantama. di Terminal Sarantama di Pematang Siantar dapat 
disimpulkan bahwa dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas terminal 
disuatu lokasi masalah keamanan lingkungan dalam dan sekitar terminal 
sebagai faktor yang berpengaruh. 
Penelitian terdahulu yang kedua yaitu skripsi Vina Ade Gusti Ayu 
yang berjudul analisis pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
dalam menertibkan terminal tidak di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan 
Tampan dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada terminal terbilang belum 
efektif, karena hasil dilapangan yang membuktikan masih adanya pelanggaran 
yang dilakukan oleh angkutan umum yang mencari penumpang diluar 
terminal. Ini merupakan tantangan besar bagi Dinas Perhubungan untuk 
mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan pelayanan yang efektif 
kepada masyarakat.  
 
2.7 Definisi Konsep 
Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abbstrak kejadian, keadaan, kekompakan kelompok 
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atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (singarimbun, 
2006:33). Konsep merupakan batasan pokok agar memberikan arahan dalam 
penulisan. Adapun defenisi konsep dalam penulisan penelitian ini yaitu: 
1. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumberdaya 
yang menurut suatu perencanaan diperlikan untuk atau penyelesaian suatu 
tujuan kerja tertentu. 
2. Terminal merupakan suatu titik simpul dan berbagai moda angkutan, 
sebagai titik perpindahan penumpang dan berbagai moda kesuatu moda, 
juga merupakan suatu titik tujuan atau titik akhir orang setelah turun 
melanjutkan berjalan kaki ketempat bekerja,rumah atau pasar.  
3. Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan 
benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam 
mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan 
masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh Pemerintahan itu 
sendiri. 
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2.8 Konsep Operasional 
Operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu 
kegiatan atau melakukan pekerjaan penelitian. 
Tabel 2.1 Konsep Operasional 
Konsep Indikator Sub-Indikator 
Pengelolaan 
Terminal Tipe 
A  
1. Perencanaan  a. Penataan Fasilitas utama dan 
penunjang 
b. Pengaturan lalu lintas 
c. Pengaturan keberangkatan dan 
kedatangan kendaraan umum 
d. Pengaturan petugas Terminal 
e. Pengaturan parkir kendaraan 
f. Penyajian rute perjalan dan tarif 
 
2. Pelaksanaan a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan 
b. Pendataan kinerja Terminal 
c. Pemungutan jasa pelayanan Terminal 
d. Pemberitahuan keberangkatan 
kendaraan umum 
e. Pengaturan arus lalu lintas didaerah 
lingkungan kerja 
 
3. Pengawasan 
operasional 
Terminal 
a. Pemeriksaan terhadapan kelengkapan 
administrasi kendaraan 
b. Pemeriksaan fisik kendaraan umum 
c. Pemeriksaan awak kendaraan umum 
d. Pengawasan ketertiban Terminal 
 
Sumber :  Peraturan Menteri Perhubungan RI NO 132 Tahun 2015 
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2.9 Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 Keranngka Berfikir 
 
 
 
 
 
BAB III 
 
Peraturan Menteri Perhubungan 
RI NO PM 132 tahun 2015 
Pengawasan 
operasional Terminal 
Pelaksanaan Perencanaan  
1. Sangat baik 
2. aik 
3. Cukup baik 
4. Kurang baik 
